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1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

– tentang Kearsipan menyatakan bahwa penyelenggaraan

kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, 

ketersediaan arsip yang autentik dan 

terpercaya,terwujudnya pengelolaan arsip yang andal, 

pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan, 

keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan asset 

nasional dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan

nasional, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik

DASAR



2. PP 28 Th 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Th 2009 

Tentang Kearsipan

3. Permenpan RB No. 30 Th 2018 Tentang Perubahan atas

Permenpan RB No. 14  Th 2014 tentang Pedoman Evaluasi

Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah

4. Perka ANRI No 6 Th 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan

DASAR



Tujuan dari pengawasan adalah terciptanya budaya tertib

arsip di tiap-tiap pencipta arsip dan kearsipan dapat

berjalan efektif dan efisien.

MAKSUD Mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk

menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip,

kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan

yang berlaku.

TUJUAN



Pada tahun 2021 Pemerintah Kota 

Pekalongan telah mendapatkan

penilaian dengan kategori

Memuaskan. 

Berada di peringkat 5 Nasional

Peringkat 2 Jawa Tengah

HASIL PENGAWASAN 
KEARSIPAN 2021



Hasil Pengawasan Kearsipan 2021 dan 2022

Pada tahun 2022 Pemerintah

Kota Pekalongan telah

mendapatkan penilaian dengan

kategori Memuaskan. 

Berada di peringkat 13 Nasional

Peringkat 3 Jawa Tengah
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REKAP HASIL KENAIKAN NILAI AUDIT

No OPD
TAHUN 2021 TAHUN 2022

Presentase
NILAI AKHIR KATEGORI NILAI AKHIR KATEGORI

1 Sekretariat Daerah 83 Memuaskan 84.70 A (MEMUASKAN) 2,05

2 Dinas Kesehatan 73 Sangat Baik 81.52 A (MEMUASKAN) 11,67

3 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 75 Sangat Baik 79.36 BB (SANGAT BAIK) 5,81

4 Kecamatan Pekalongan Selatan 71 Sangat Baik 78.69 BB (SANGAT BAIK) 10,83

5 Dinas Perhubungan 68 Baik 78.46 BB (SANGAT BAIK) 15,38

6 Bappeda 75 Sangat Baik 75.25 BB (SANGAT BAIK) 0,33

7 RSUD BENDAN 65 Baik 74.71 BB (SANGAT BAIK) 14,94

8 DPUPR 71 Sangat Baik 73.48 BB (SANGAT BAIK) 3,49

9 Kecamatan Pekalongan Barat 68 Baik 72.85 BB (SANGAT BAIK) 7,13

10 Dinas Pertanian dan Pangan 69 Baik 71.68 BB (SANGAT BAIK) 3,88

11 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 66 Baik 70.43 BB (SANGAT BAIK) 6,71

12 BKPSDM 53 Cukup 69.66 B (BAIK) 31,43

13 Dinas Lingkungan Hidup 69 Baik 69.43 B (BAIK) 0,62

14 DPMPPA 39 Kurang 68.37 B (BAIK) 75,31

15 Dinas Pendidikan 61 Baik 67.38 B (BAIK) 10,46



REKAP HASIL KENAIKAN NILAI AUDIT

No OPD
TAHUN 2021 TAHUN 2022

Presentase
NILAI AKHIR KATEGORI NILAI AKHIR KATEGORI

16 BPKAD 65 Baik 66.73 B (BAIK) 2,66

17 Dinas Komunikasi dan Informatika 33 Kurang 66.65 B (BAIK) 101,97

18 Kecamatan Pekalongan Utara 55 Cukup 64.51 B (BAIK) 17,29

19 DINSOSP2KB 60 Cukup 64.22 B (BAIK) 7,03

20 Dinparbudpora 50 Kurang 63.44 B (BAIK) 26,88

21 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 56 Cukup 62.34 B (BAIK) 11,32

22 Inspektorat Daerah 41 Kurang 62.01 B (BAIK) 51,24

23 Sekretariat DPRD 36 Kurang 61.47 B (BAIK) 70,75

24 Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM 32 Kurang 60.24 B (BAIK) 88,25

25 Dinas Kelautan dan Perikanan 44 Kurang 59.57 CC (CUKUP) 35,39

26 Kecamatan Pekalongan Timur 33 Kurang 58.20 CC (CUKUP) 76,36

27 BPBD 41 Kurang 50.13 CC (CUKUP) 22,27

28 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil 35 Kurang 49.30 C (KURANG) 40,86

29 Satpol P3KP 39 Kurang 48.44 C (KURANG) 24,21

30 DPMPTSP 43 Kurang 44.33 C (KURANG) 3,09

RATA-RATA NILAI 66.60



1. Pengawasan tahun 2021 dan Monitoring Tindak Lanjut Hasil 

Pengawasan di Tahun 2022 telah mendapatkan 24 OPD,  Akan 

tetapi masih ada 3 OPD bernilai cukup, dan 3 OPD bernilai

kurang.

2. Walikota pekalongan memberikan arahan agar tahun 2023 

seluruh OPD bernilai baik

REALISASI



• Setelah disampaikan hasil tahun 2022 OPD yang sudah
menindaklanjuti dengan melibatkan intervensi Dinarpus adalah:  
Dinsos, DKP,  Dindik dan Bakesbangpol.

• Melakukan tindak lanjut rekomendasi mandiri : Inspektorat, 
DPMPPA, BKPSDM. 

• Dari 6 OPD yang berkategori belum baik hanya DKP yang 
mengupayakan perbaikan dari hasil tahun 2022.

(Sd Desember 2022)

REALISASI



• Dari hasil monitoring terdapat OPD yang diintervensi oleh Dinarpus
dalam penataan arsip pada tahun 2021 pada saat monitoring di 
tahun 2022 hanya menindaklanjuti rekomendasi, akan tetapi arsip
yang telah ditata tahun sebelumnya tidak dipelihara/dilanjutkan. 

• Pergantian pengelola arsip tanpa serah terima arsip maupun
pengetahuan sehingga banyak pengelola tidak memahami arsip
yang dikelolanya.

• Adanya pemindahan arsip tanpa diikuti mekanisme pemindahan
yang benar sehingga arsip tidak tertata lagi.

PERMASALAHAN



PERMASALAHAN

• Dalam pengadaan sarana dan prasarana pemberkasan banyak
yang bergantung pada Dinarpus tidak mengupayakan secara
mandiri. 

• Record Center sebagian besar tidak representative.

• Masih ada OPD yang tidak memiliki arsip karena menjadi bukti

SPJ.



PERMASALAHAN STRATEGIS

• Volume arsip OPD berlebihan akan tetapi tidak melakukan

pemusnahan arsip yang tidak bernilai guna secara procedural 

dan tidak menyerahkan arsip statisnya kepada LKD.

• Sumber daya manusia kearsipan OPD Kota Pekalongan kurang.

• Upaya mandiri untuk memahami aturan kearsipan dan 

melaksanakan masih rendah.



• LKD bekerjasama dengan BKPSDM telah

menyelenggarakan bintek kearsipan secara daring.

• Membuka layanan konsultasi penilaian arsip bagi OPD 

yang akan memusnahkan arsip tidak bernilaiguna atau

menyerahkan arsip statis

LANGKAH STRATEGIS YANG HARUS DITEMPUH



PERANGKAT DAERAH YANG BELUM MELAKUKAN 
PEMUSNAHAN ARSIP S/D MARET 2023

NO. PERANGKAT DAERAH
PEMUSNAHAN

STANDAR REALISASI

1 DINPERKIM 20 0

2 DINKOMINFO 20 Dalam proses 

3 DINDIK 20 0

4 BPKAD 20 0

5 DINSOS P2KB 20 0

6 DINPARBUDPORA 20 0

7 BADAN KESBANGPOL 20 0

8 SETWAN 20 0

9 DINDAGKOP 20 0

10 DKP 20 Dalam Proses

11 KEC. PEKALONGAN TIMUR 20 0

12 BPBD 20 0

13 DINDUKCAPIL 20 0

14 SATPOL PP 20 0

15 DPMPTSP 20 0



PERANGKAT DAERAH YANG BELUM MELAKUKAN 
PENYERAHAN ARSIP S/D MARET 2023

NO. PERANGKAT DAERAH
PEMUSNAHAN

STANDAR REALISASI

1 DINPERKIM 13 0

2 DINKOMINFO 13 6

3 DINDIK 13 13

4 BPKAD 13 13

5 DINSOS P2KB 13 6

6 DINPARBUDPORA 13 13

7 BADAN KESBANGPOL 13 0

8 SETWAN 13 13

9 DINDAGKOP 13 0

10 DKP 13 0

11 KEC. PEKALONGAN TIMUR 13 0

12 BPBD 13 0

13 DINDUKCAPIL 13 0

14 SATPOL PP 13 0

15 DPMPTSP 13 0



• Pengawasan dilaksanakan mulai dari awal lagi. Bukan tindak lanjut.

• Upayakan Bidang yang ditunjuk adalah benar-benar telah disiapkan
sebagai objek pengawasan.

• Bila memungkinkan bidang yang ditunjuk belum pernah menjadi
objek pengawasan.

• Pengawasan Kearsipan melibatkan pihak Inspektorat

• Hasil monitoring tindak lanjut pengawasan (2024) akan diserahkan
kepada Inspektorat selaku APIP.

PENGAWASAN KEARSIPAN INTERNAL 2023



JADWAL MONITORING PENGAWASAN

Tindak Lanjut Pengawasan akan dilaksanakan
tanggal Bulan April s/d Mei 2023




